
 
 

 

                          
                   
 

WALIKOTA SAMARINDA 

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 

 
 

KEPUTUSAN WALIKOTA SAMARINDA 

NOMOR  : 900/055/HK-KS/II/2025 

 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN PENUNJUKAN KEMBALI PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, 

KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, 

BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN, 
PEMBANTU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) 

KOTA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2025. 
 

WALIKOTA SAMARINDA 
 
 

Menimbang :  a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan 

kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi SAMARINDA 

Tahun Anggaran 2021, yang dikelola oleh Perangkat 

Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda, 

perlu menunjuk Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa 

Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran 

Bendahara Penerimaan Dan Bendahara pembantu  

yang bertanggung jawab    baik   dari   segi  fisik  

maupun keuangan sesuai dengan Dokumen 

Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja   Perangkat 

Daerah    (DPA-SKPD) yang   bersangkutan; 

 b. bahwa  Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, 

NIP, Pangkat/Golongan dan Jabatannya 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi 

syarat   untuk  ditunjuk   sebagai  Pejabat  

Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Dan 

Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan 

Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Samarinda 

Tahun Anggaran 2023; 
 c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan 

huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya 

dapat berjalan tertib, perlu menunjuk Pejabat 

Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, 

Bendahara Pengeluaran dan Bendahara 

Penerimaan Bendahara Pengeluaran Pembantu 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

Kota Samarinda Tahun Anggaran 2021 dan 

menetapkannya dengan Keputusan Walikota 

Samarinda; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan    Daerah sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir   dengan Undang-Undang 

Nomor 9 Tahun 2015; 



2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 

tentang Standar   Akuntansi Pemerintahan; 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 

2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan 

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban 

Bendahara serta   Penyampaiannya; 

5. Peraturan Daerah  Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 

2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 

Th.2023 

6. Peraturan Daerah Walikota Samarinda Nomor 84 

Tahun 2022 tentang Pejabat Samarinda Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah    Provinsi 

SAMARINDA  Tahun   Anggaran  2023; 

  

                   MEMUTUSKAN 

  

Menetapkan : PERUBAHAN PENUNJUKAN KEMBALI PEJABAT 

PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA 

ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN 

BENDAHARA PENERIMAAN ANGGARAN PENDAPATAN 

DAN BELANJA DAERAH (APBD) KOTA SAMARINDA 

TAHUN ANGGARAN 2025. 

  KESATU    : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, 

NIP, Pangkat/Golongan dan Jabatannya 

sebagaiman tercantum dalam kolom 3 Lampiran 

Keputusan ini sebagai Pejabat Pengguna Anggaran, 

kolom 4 Lampiran Keputusan ini sebagai Kuasa 

Pengguna Anggaran, kolom 5 Lampiran Keputusanini 

sebagai Bendahara Pengeluaran dan kolom 6 Lampiran 

Keputusan ini sebagai Bendahara Penerimaan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

Kota Samarinda Tahun Anggaran 2021 

   KEDUA    : Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna 

Anggaran Bendahara Pengeluaran dan Bendahara 

Penerimaan sebagimana dimaksud Diktum Kesatu 

mempunyai tugas kewajiban dan wewenang sebagai 

berikut : 

a. Pejabat Pengguna Anggaran : 

 

1. Menyusun RKA- SKPD; 

2. Menyusun DPA- SKPD; 

3. Melakukan tindakan yang mengakibatkan 

pengeluaran atas beban anggaran belanja; 

4. Melaksanakan anggaran SKPD yang 

dipimpinnya; 

5. Melakukan  pengujian   atas    tagihan     dan   

memerintahkan pembayaran; 

6. Melaksanakan    pemungutan    retribusi   

daerah; 

7. Mengadakan   ikatan/perjanjian      kerja   

sama   dengan    pihak lain  dalam   batas   

anggaran   yang  telah   ditetapkan; 

8. Menandatangani    Surat   Perintah   

Membayar  (SPM); 

9. Mengelola  utang   dan  piutang   daerah   yang  

menjadi tanggungjawab SKPD yang  

dipimpinnya; 



10. Menyusun dan menyampaikan laporan 

keuangan SKPD yang  dipimpinnya; 

11. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD 

yang dipimpinnya; 

12. Menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis 

Kegiatan dan Pejabat Penatausahaan 

Keuangan SKPD;  

13. Menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD 

yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan 

Keuangan Daerah;  dan 

14. Melaksanakan     tugas    lainnya     sesuai     

dengan     ketentuan perundang-undangan. 

 

b. Kuasa Pengguna Anggaran:  

 

1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan 

pengeluaran atas beban anggaran belanja 

2. Melaksanakan anggaran Unit SKPD yang 

dipimpinnya; 

3. Melakukan pengujian atas tagihan dan 

memerintahkan pembayaran; 

4. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama 

dengan pihak lain dalam  batas  anggaran yang 

telah ditetapkan; 

5. Menandatangani Surat Perintah Membayar 

(SPM)LS dan TU; 

6. Melakukan pemungutan retribusi daerah; 

7. Mengawasi pelaksanaan anggaran yang 

menjadi tanggung  jawabnya; dan. 

8. Melaksanakan tugas KPA lainnya sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

 

c. Bendahara Pengeluaran : 

 

1. Melaksanakan kegiatan kebendaharaan 

dalam rangka pelaksanaan Apbd di unit 

kerja Pengguna Anggaran Daerah; 

2. Menyelenggarakan tata pembukuan secara 

tertib dan teratur sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 12Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah, 

PeraturanMenteri Dalam Negeri Nomor 55 

Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan 

dan Penyusunan Laporan 

Pertanggungjawaban Bendahara serta 

Penyampaiannya; 

3. Mempertanggung jawabkan penggunaan 

uang persediaan/ganti uang 

persediaan/tambah uang persediaan kepada 

Kepala SKPD melalui  PPK-SKPD paling 

lambat   tanggal 10 bulan berikutnya; 

4. Mempertanggungjawabkan penggunaan 

uang yang menjadi tanggungjawabnya 

dengan menyampaikan laporan 

pertanggungjawaban pengeluaran kepada 

PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 

bulan   berikutnya; 

5. Melakukan pemeriksaan kas yang dikelola 

oleh bendahara pengeluaran pembantu 

sekurang-kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) 



bulan dan dituangkan dalam Berita Acara 

Pemeriksaan Kas; 

6. Melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis  

atas laporan pertanggungjawaban 

pengeluaran terhadap bendahara 

pengeluaran pembantu; 

7. Mengelola belanja bunga, subsidi, hibah, 

bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan 

Keuangan, belanja tidak terduga dan 

pembiayaan melakukan penatausahaan 

sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang 

berlaku; 

8. Dilarang melakukan baik secara langsung 

maupun tidak langsung kegiatan 

perdagangan, pekerjaan pemborongan dan 

penjualan jasa atau bertindak sebagai 

penjamin atas kegiatan/pekerjaan 

penjualan; dan 

9. Tidak diperkenankan membuka rekening 

dengan atas nama    pribadi pada Bank atau 

Giro pos dengan tujuan pelaksanaan APBD. 

 

d. Bendahara Penerimaan: 

 

1. Melaksanakan kegiatan kebendaharaan 

dalam rangka pelaksanaan APBD di unit 

kerja Pengguna Anggaran Daerah; 

2. Menyelenggarakan penatausahaan terhadap 

penerimaan dan penyetoran atas  

penerimaan yang menjadi tanggung 

jawabnya sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 

tentang Tata Cara Penatausahaan dan  

Penyusunan Laporan         

Pertanggungjawaban Bendahara serta 

Penyampaiannya; 

3. Mempertanggungjawabkan secara 

administrative atas pengelolaan uang yang 

menjadi tanggung jawabnya dengan 

menyampaikan laporan pertanggungjawaban 

kepada Pengguna Anggaran melalui PPK-OPD 

paling lambat  tanggal  10 bulan  berikutnya; 

4. Mempertanggungjawabkan secara fungsional 

atas pengelolaan uang yang menjadi 

tanggungjawabnya dengan menyampaikan 

laporan pertanggungjawaban kepada 

pengguna anggaran melalui PPKD selaku 

BUD paling  lambat tanggal 10 bulan 

berikutnya; 

5. Setoran yang diterima harus disetorkan 

kembali melalui rekening kas umum daerah 

pada Bank Pemerintah yang ditunjuk oleh 

Pemerintah Daerah; 

6. Harus menyetorkan seluruh penerimaan kas 

ke rekening kas umum daerah, maksimal 1 

(satu) hari kerja setelah penerimaan uang kas; 

7. Dilarang melakukan baik secara langsung 

maupun tidak langsung kegiatan 

perdagangan, pekerjaan pemborongan dan 



penjualan jasa atau bertindak sebagai 

penjamin atas kegiatan/pekerjaan 

penjualan; 

8. Tidak diperkenankan membuka rekening 

dengan atas nama pribadi pada Bank atau Giro 

pos dengan  tujuan pelaksanaan APBD; dan 

9. Tidak boleh menyimpan uang, cek atau surat 

berharga lebih  dari  1  (satu) hari kerja.  

 

e. Bendahara Pengeluaran Pembantu: 

 

1. Mengajukan Permintaan Pembayaran 

Menggunakan SPP Tu dan SPP LS; 

2. Menerima dan Menyiapkan Pelimpahan UP dari 

Bendahara Pengeluaran; 

3. Menerima dan Menyiapkan TU dari BUD; 

4. Melaksanakan Pembayaran Atas Pelimpahan UP 

dan TU yang di kelolanya; 

5. Menolak perintah bayar dari KPS yang tidak 

sesuai dengan ketentuan Perundang- Undangan; 

6. Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran; 

7. Memungut dan menyetorkan pajak sesuai 

dengan ketentuan Perundang – Undangan; 

8. Membuat laporan pertanggung jawaban secara 

administrative kepada KPA dan laporan 

pertanggungjawaban secara fungsional kepada 

bendahara pengeluaran secara periodik.  

 

KETIGA     : Mendelegasikan Wewenang Menandatangani Petikan 

Dan Salinan Keputusan Walikota Samarinda Tentang 

Penunjukan pejabat pengguna Anggaran, Kuasa 

Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Dan 

Bendahara Penerimaan Anggaran pendapatan Dan 

Belanja Daerah (APBD)Kota Samarinda Tahun 

Anggaran 2025 Yang di tandatangani Walikota 

Samarinda Kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan 

Aset Daerah Kota samarinda. 

       
KEEMPAT : 

Hal-hal Yang Tidak diatur dalam keputusan ini, 

mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman 

kepada ketentuan peraturan Perundang-undangan 

yang berlaku. 

 

KELIMA     : Keputusan ini berlaku pada tanggal 20 Februari 2025 

dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata 

terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan 

diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. 

 

 
                       Ditetapkan di Samarinda  

                    pada tanggal, 18 Februari  2025



 

 



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR : 900/055/HK-KS/II/2025
TENTANG

BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN, PEMBANTU ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) KOTA SAMARINDA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Bendahara Penerimaan Bendahara penerimaan 
Pembantu

NAMA / NIP/ JABATAN NAMA / NIP/ JABATAN NAMA / NIP/ JABATAN NAMA / NIP/ JABATAN

1 BKPSDM
Drs. SAMLIAN NOOR, M.Si
NIP. 196904041990031010
PlT. KEPALA BADAN

RAHMAD FITRIADI. SE
NIP. 19870528 201001 1 005

2 BADAN KESBANGPOL

SUCIPTO, S.Pd, M.Si
NIP. 196703191997021003 PLT.KEPALA 
BADAN

MIRA SARI INDAH WIRASWASTA, SE
NIP. 19810225 201212 2 001

3 BADAN PENDAPATAN 
DAERAH

H. ANANTA FATHURROZI, S.Sos, M.Si
NIP. 19681209 198803 1 004
PLT.KEPALA BADAN

RACHMAD HIDAYAT, S.SOS, M.SI                      NIP. 
197504262000031005                                       KABID. 
PERENCANAAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI                                                                                                                                      
FITRIA WAHYUNI, S.IP,M.A                                               NIP. 
198805262007012002                                                    KABID. 
PENDAPATAN PAJAK I                                                        
FACHRUDDIN, S.HUT, M.SI                                               NIP. 
197110142005011004                                                        KABID 
PENDAPATAN PAJAK II                                    HETY 
SUPADMI, SE,MM                                                    
NIP.196902201994032006                      

BAINAH
NIP. 19700725 200112 2 002

RABIS ALLA
NIP. 19840404 201001 2 001

ANISA RAHAYU                               
NIP. 199104092015032006               
ELIYANA                                                
NIP. 198110042007012005                              
ISNANIAH                                                        
NIP. 198102162008012024                      
NURKALINA                                           
NIP. 198405022010012024

INDAH SYAFIRA OKTRIANI                  
NIP.-

4

BADAN PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN RISET DAN 
INOVASI DAERAH

H. ANANTA FATHURROZI, S.Sos, M.Si
NIP. 19681209 198803 1 004
KEPALA BADAN

NADYA TURISNA, S.STP, M.Si
NIP. 19810405 199912 2 001
KABID PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

WAHYUNI NADJAR, ST, MT
NIP. 19780608 200604 2 031
KABID PEREKONOMIAN SDA, INFRASTRUKTUR

IMAM GUNADI, S.STP
NIP. 19810921 200012 1 002
KABID PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

SYAMSU NUR,SE,MM
NIP 19740701 200112 1 003
KABID PENELITIAN DAN PENGEMBANG DAERAH

NURUL HIDAYAH
NIP. 19840524 201001 2 006

DEWI RAHMADANI, SE
NIP. 19761102 200701 2 020

EKO SURYO SAPUTRO, SE
NIP. 19810220 201001 1 001

RUSLINAWATI
NIP. 19810406 200801 2 021

DEWI LESTARI, SP
NIP. 19731128 200004 2 001

5
DINAS PERPUSTAKAAN & 
KEARSIPAN

ERHAM YUSUF, S.Pd., M.Pd
NIP. 19680818 199802 1 004
KEPALA DINAS

ERNA SAFARYUNI
NIP. 19720401 200701 2 009

6 DPPPA

DR.IBNU ARABY, MM.Pd   
NIP.19670713 199103 1 013                                                   
KEPALA DINAS

MARYATI
NIP. 198509062010012001

7 DINAS KETAHANAN 
PANGAN DAN PERTANIAN

Drs. H.MUHAMMAD DARHAM, M.Si
NIP. 19661119 198603 1 007
KEPALA DINAS

MURJANI, SP
NIP. 19780513 201001 1 001

IDA LAILA, SE
NIP. 19710217 200801 2 018

8 DINAS KOMINFO

DR. AJI SYARIF HIDAYATULLAH, S.Sos,. 
M.Psi
NIP. 19701027 19903 1 004
KEPALA DINAS

ENNY PUSPASARI,SE
NIP. 19840509 200801 2 013

PERUBAHAN PENUNJUKAN KEMBALI PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARAN PENERIMAAN DAN 

No SKPD Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Pembantu

NAMA / NIP/ JABATAN NAMA / NIP/ JABATAN



Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Bendahara Penerimaan Bendahara penerimaan 
Pembantu

NAMA / NIP/ JABATAN NAMA / NIP/ JABATAN NAMA / NIP/ JABATAN NAMA / NIP/ JABATAN

No SKPD Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Pembantu

NAMA / NIP/ JABATAN NAMA / NIP/ JABATAN

9 DINAS KOPERASI UKM & 
PERINDUSTRIAN

JUSMARAMDHANA ALUS, SH, M.Si
NIP. 19711030 199403 1 002 KEPALA 
DINAS

 DWI HARYANTI,A.Md
NIP. 19810824 201001 2 012

10 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Ir.ENDANG LIANSYAH, MP           
NIP.19650825 199203 1 004                      
KEPALA DINAS

DIAN RUHENDRA, ST, MM
NIP. 197505261999031004
SEKRETARIS
                                                                                                                                   
AGUS MARIYANTO, ST
NIP. 196808281998031008                                                               
KEPALA BIDANG  PENGENDALIAN PENCEMARAN 
DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP                                                         

ANDRIYANI
NIP. 19740629 200701 2 021

LINA HIDAYAH NAZAR, SE
NIP. 19761217 200112 2 003

HAIRI FADILLAH, A.MD
NIP. 199008 142015031003

INA APRIYANA, S. HUT
NIP. 1976050 22008012024

11 DINAS PERKIM

HERWAN RIFA'I, S.Sos, M.Si
NIP. 19660204 198609 1 001
KEPALA DINAS

TAJUDIN HUSEN,ST
NIP. 19720129 199803 1 007
KABID PERUMAHAN

EDDY DJUNAIDI, ST, M.Si
NIP. 19691018 200212 1 003
KABID SARANA, PRASARANA DAN UTILITAS UMUM

WAHYUDI RIZAL, SE
NIP. 19790320 200701 2 013

ERWIN APRIANO,SE
NIP. 19800404 201408 1 002

HERDIA ASTUTI,A.Md
NIP.19820419 200502 2 002

12 PUPR

DESY DAMAYANTI,ST,MT              
NIP.19711017 200112 2 005

BUDY SANTOSO, ST
NIP. 19770327 200901 1 002
KABID BINA MARGA

HERWIN WAHYUDI,ST
NIP. 19740804 199803 1 010
KABID BINA KONSTRUKSI

ANANTA DIRO NURBA, SP
NIP. 19771022 200901 1 003
KABID PERTANAHAN

ANDRIANI, ST, M.Si
NIP. 19721014 199803 2 007
KABID CIPTA KARYA

HENDRA KUSUMA, ST
NIP. 19760930 200901 1 003
KABID SUMBER DAYA AIR

NURVINA HAYUNI,ST,MT
NIP. 198706132009032003
PLT.KABID PENATAAN RUANG

HENDRA SETIARY,SE                                     
NIP.19760930 200701 1 010

SRI HANDINI, A.MD
NIP. 19790320 200701 2 013

ELISABET, A.md
NIP 19690902 200801 2 019
                                                                                                                                                   
YUNI RAHMAH,SE
NIP. 198006282009022007                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                               
SITI ROFIKAH,SE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
NIP. 19761022 200801 2 010         
                                                                                                                                                                   
GUSDY RAHMADANU                                                                                                          
NIP. 198920912 201001 1 001                                                                                                                                                                                                                                       
MASDINAR H
NIP. 19830907200901 2 001
LINA HIEFRINA.SH
NIP. 19811006 200901 2 003                                                                                                                                                                            

13 DPMPTSP
H. JULIA NOOR, SIP
NIP. 19650717 198609 1 001 KEPALA 
DINAS

ARLIANI, SE
NIP. 19761208 200701 2 014

SARI PRIHATIN, SE
NIP. 19720415 200701 2 015

14 DISPORAPAR

H. MUSLIMIN, SE, M.Si
NIP. 19740518 200312 1 009
KEPALA DINAS

ANDY ARIEFIN, M.Pd                           
NIP. 19710416 199401 1 001                                                       
SEKRETARIS                                                                                

Drs. SUPRIYATMONO
NIP. 19670602 199703 1 006
KABID PENINGKATAN PRESTASI OLAHRAGA

AGNES GERING BELAWING, SP
NIP. 19740803 200212 2 006
KABID PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF

HENDRO ATMOJO, ST
NIP. 19771113 200312 1 003
KABID PEMBUDAYAAN OLAHRAGA

PUJIANTO
NIP. 19800606 201001 1 002

EDDY DOURIE, SH
NIP. 19751020 200801 1 016

MUFDY PRASETYA
NIP. 19840117 201001 1 001

WAHYUNI
NIP. 19840801 200901 2 001

MAHMUDA                                                         
NIP. 19771005 201001 2 001

AHMAD HAMDANI
NIP. 1971051 199402 1 003

SYAHRUDDIN YAN PERNYATA, 
A.Md
NIP. 19831101 201001 1 001

SAHIDULLAH                                 NIP. 
19790505 200901 1 005                                 



Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Bendahara Penerimaan Bendahara penerimaan 
Pembantu

NAMA / NIP/ JABATAN NAMA / NIP/ JABATAN NAMA / NIP/ JABATAN NAMA / NIP/ JABATAN

No SKPD Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran Pembantu

NAMA / NIP/ JABATAN NAMA / NIP/ JABATAN

15 DINAS PERIKANAN

ACHMAD FAUZI 
IRAWAN,ST,M.Adm.KP                                
NIP. 19711026 199803 1 007                                  
KEPALA DINAS                              

LA LUDI, SE
NIP. 19731231 200901 1 043

AGUS SUPIAN, S.Pi
NIP. 19750815 200901 1 003

16 DINAS PERDAGANGAN

NURRAHMANI, SIP, MM
NIP. 19690301 199003 2 003 KEPALA 
DINAS

AVIV BUDIONO, S.HUT, M.Si
NIP. 19740212 200502 1 001

MUHAMMAD FACHRI ANSHARI, SE, MM
NIP. 19711204 200604 1 007

NUR AINI, SE
NIP. 19830412 200604 2 019

TEGUH DWI CAHYANTO                                                                                          
NIP. 19840604 200901 1 001

ABD WAQI WAHID                      NIP 
.197411 29 200212 1 002                                                                     
HERDANI
NIP. 19830802 2008 01 1 010

MAGDALENA SARI, SP
NIP. 19760210 200801 2 023

SITI FITRIYAH
NIP. 19830930 201001 1 002

17 DINAS PEMADAM 
KEBAKARAN

HENDRA AH, SH
NIP. 19691019 198902 1 002
KEPALA DINAS

ENDAH YUNI ASTUTI
NIP. 19820627 200901 2 001

WAHYUDI HUSSEIN, S.Sos
NIP. 19701126 200701 1 016

dr. H. ISMID KUSASIH dr. OSA RAFSHODIA RAFIDIN, M.P.H dr. SETYO NUGROHO WAHYUNIE. SKM ARBIANSYAH NURPAISAH. SKM

NIP. 19680911 199803 1 009 NIP. 19790531 200801 1 012 NIP.19871224 201403 1 001 NIP. 19801013 200312 2 007 NIP. 19731201 201408 1 001 NIP. 19850810 201503 2 001

KEPALA DINAS DIREKTUR RSUD. I.A MOEIS KEPALA UPTD PUSKESMAS PALARAN BIDANG PENCEGAHAN & 
PENGENDALIAN PENYAKIT

BUDY SETYAWAN, S.Kep drg. SATRIA HERLANGGA MUHAMMAD CHANDRA 
GUNAWAN

NIP. 19790320 200502 1 005 NIP. 19830831 201403 1 002 NIP. 19970717 202321 1 002

KABID SUMBER DAYA KESEHATAN KEPALA UPTD PUSKESMAS BANTUAS BIDANG SUMBER DAYA 
KESEHATAN

dr. MELLIYANI AGUSTINI, M.Kes dr. MISBAHUDDIN HASAN H. ALI MUSTAFA, SKM

NIP. 19770427 200604 2 008 NIP. 19710410 201001 1 012 NIP. 19750127 199603 1 001

KABID PELAYANAN KESEHATAN KEPALA UPTD PUSKESMAS LEMPAKE BIDANG PELAYANAN KESEHATAN

dr. RUDY AGUS RIYANTO dr. WAWAN APRIAN NOOR RIFKHA DJUNIAR, SKM

NIP. 19770730 200502 1 003 NIP. 19840402 201101 1 003 NIP. 19920625 202421 2 044

KABID KESEHATAN MASYARAKAT KEPALA UPTD PUSKESMAS SAMARINDA KOTA BIDANG KESEHATAN 
MASYARAKAT

dr. NATA SISWANTO drg. ZHEDITYA AYU SYAWALIA SUWARNI, SE

DINAS KESEHATAN
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NIP. 19710201 200312 1 004 NIP. 19880526 201403 2 004 NIP. 19840313 200903 2 005

KABID PENCEGAHAN PENGENDALIAN PENYAKIT KEPALA UPTD PUSKESMAS AIR PUTIH RSUD I.A MOEIS

dr. IRA PUSPA RACHMAWATI drg. ANDI TENRI AWARU, MARS

NIP. 19821012 201001 2 017 NIP. 19720122 200212 2 001

KEPALA UPTD PUSKESMAS SEGIRI KEPALA UPTD PUSKESMAS TEMINDUNG

drg. KARTIKAYANTI dr. ZULHIJRIAN NOOR

NIP. 19710315 200312 2 006 NIP. 19880717 201403 1 002

KEPALA UPTD PUESKESMAS WONOREJO KEPALA UPTD PUSKESMAS LOK BAHU

dr, OPIANSYAH drg. ROSNANIAR

NIP. 19761201 200604 1 012 NIP. 19711228 200212 2 007

KEPALA UPTD PUSKESMAS BAQA KEPALA UPTD PUSKESMAS BUKUAN

dr. HJ. SAMRIYANI SABANG. M.Kes H.SUBAGIO, SST

NIP. 19700625 200003 2 005 NIP. 19720916 199303 1 005

KEPALA UPTD PUSKESMAH TRAUMA CENTER KEPALA UPTD PUSKESMAS BENGKURING

dr. ERY WARDHANA, AAK KAMIL, SKM, M.Si

NIP.19830906 201001 1 012 NIP. 19750815 199403 1 002

KEPALA UPTD PUSKESMAS SEI SIRING KEPALA UPTD LABKESDA

dr. DEASI NURSANTI NATSIR, M.Si drg. IDA APRIDA

NIP. 19751225 200911 2 001 NIP. 19700411 200003 2 004

KEPALA UPTD PUSKESMAS HARAPAN BARU KEPALA PUSKESMAS SIDOMULYO

dr. RANIROSANTI dr. PANUTURI RATIH ELIZABETH THRESNA SINAGA

18
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NIP. 19690328 200003 2 004 NIP. 19740318 200212 2 005

KEPALA UPTD PUSKESMAS KARANG ASAM KEPALA UPTD PUSKESMAS JUANDA

SANDRA ANNISA, S. FARM. APT

NIP. 19790516 201403 2 001

PLT KEPALA UPTD PUSKESMAS MAKROMAN

19 DINAS PERHUBUNGAN

HMT MANALU, S.SI.T, M.Sc
NIP 19770328 200012 1 001
KEPALA DINAS

VINCENTIUS HARI PRABOWO, A.Td, MT
NIP. 19700620 199403 1 003
KABID KESELAMATAN

Drs. AJI DANNY
NIP. 19671122 199503 1 004
KABID PRASARANA                                                                            

AYATULLAH KHUMAINI,S.STP.,M.Si        NIP. 19820313 
20012 1 001 KABID.ANGKUTAN

AYATULLAH KHUMAINI,S.SSTP,M.Si
NIP. 19820313 200121 1 001
KABID ANGKUTAN

DIDI ZULYANI, S.STP, M.Si
NIP. 19820708 200012 1 001
KABID LALU LINTAS JALAN

HAMRUN, S.Sos
NIP. 19720410 200801 1 023

DIAH WULAN SARI, ST
NIP. 19800313 201001 2 012

IWANTORO
NIP. 19791121 200701 1 001                                        
LA ODE MAHADINI, SH
NIP.  19820210 200801 1 01                                                                               
                                                                                                
LA ODE  MAHADINI
NIP. 19820210 200801 1 015

20
DINAS SOSIAL & 
PEMBERDAYAAN MASY.

ACHMAD FAUZI IRAWAN, ST, 
M.Adm.KP                       NIP  
197110261998031007
PLT.KEPALA DINAS

KAMSIAH, S.Sos
NIP. 19740214 200901 2 001

21 DINAS TENAGA KERJA

H. EKO SUPRAYETNO, S.Sos
NIP. 19680119 198803 1 002
PLT.KEPALA DINAS

ADI SETIAWAN, SE
NIP. 19840525 200901 1 002

HADI SANTOSO S.I.Kom
NIP. 19750509 200901 1 003

22 DISDUKCAPIL

H. EKO SUPRAYETNO, S.Sos
NIP. 19680119 198803 1 002
KEPALA DINAS

RATNA SARI
NIP. 19730530 199903 2 006

23 DPPKB

DRS. ISFIHANI, MM
NIP. 196507241985021002 PLT. 
KEPALA DINAS

SANIYATI
NIP. 19780122 200801 2 014

24 INSPEKTORAT DAERAH

MARNABAS, S.SOS, M. SI
NIP. 196806281988031003
PLT. KEPALA INSPEKTORAT

SRI MULIYATI, SE
NIP. 19770919 200801 2 021
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25 SEKRETARIAT DAERAH

Ir. H. HERO MARDANUS SATYAWAN, 
MT
NIP. 19660330 199303 1 006

EDDY SYAHRANI
NIP. 19770510 199803 1 003
KABAG UMUM

ASRAN YUNISRAN SE,SH
NIP. 19800509 200604 1 011
KABAG HUKUM

SURYO PRIYO RAHARJO,ST., MT
NIP.19730915 199903 1 007
KABAG ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

HJ. YUYUM PUSPITANINGRUM, AP. M. H
NIP. 19751212 199501 2 001
KABAG PEREKONOMIAN

IDFI SEPTIANI.SSTP, M.Si
NIP. 19860912 200412 2 001
KABAG KERJASAMA

DINVI KURNIADI, STP., M.Si
NIP. 19830829 200212 1 001
KABAG PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

MOCHAMAD ARIF SUROCHMAN. S.STP
NIP. 19840819 200212 1 002
KABAG TATA PEMERINTAHAN

ROSNAYADI NOVIDA, ST, MT
NIP. 19700202 199903 1 009                                                                            
KABAG PENGADAAN BARANG JASA

FIONA CITRAYANI, SSTP
NIP. 19800826 199912 2 001
KABAG ORGANISASI

HAMSIAH
NIP. 19780701 200903 2 001

SUI ROSALINA, SE
NIP. 19860610 200904 2 011

HENI AGUSTIAH
NIP. 19800801 200701 2 009

YULIANSYAH
NIP. 19791212 200701 1 012

SITI RUPIANI, S.Sos
NIP. 19750505 200901 2 003

NUR CAHYANTI SARI
NIP. 197912182010012002

INDAH KUSUMANINGTYAS, SE
NIP. 19880525 201503 2 008

GALUH HAYATUN NUFUS, SE
NIP. 19740904 200901 2 009

TIARA WAHYUNI FANI JAYANTI, 
S.STP
NIP. 19950607 201708 2 003

Hj.WAHYUNI,SE,MM
NIP. 19770220 200901 2 001

SILVYA YULIANTI
NIP. 19970724 202421 2 034

M.ILHAM 
NIP. 19791212 200701 1 012

26 SEKRETARIAT DPRD

Ir. AGUS TRI SUTANTO, MT
NIP. 19680830 199603 1 004
SEKRETARIS DPRD

SAFRIANSYAH NOOR, SE
NIP. 19840919 200901 1 005

27 KANTOR SATPOL PP

ANIS SISWANTINI, S.KOM, MS.i
NIP. 19700816 200003 2 005                          
PEMBINA TK. 1 (Iv.b)
KEPALA SATUAN

NOORMASARI,SE
NIP. 19810131 200901 2 001
PENATA (III.c)
PENGELOLA KEUANGAN

28 DINAS PENDIDIKAN & 
KEBUDAYAAN

Dr. H. ASLI NURYADIN, S.Pd, M. M
NIP. 19660307 198601 1 001
KEPALA DINAS

SALMANIAH, SE., M.Si
NIP. 19790919 200902 2 007

29 BPKAD

H.IBROHIM, SE, M. Si
NIP. 19650502 198902 1 004
KEPALA BADAN

H. YUSDIANSYAH, S.Sos., MM
NIP. 19670717 199403 1 009
KABID ASET

AHMADI YUSRAN SAHIBOEL,SE,M.Si
NIP. 19670717 199403 1 009
KABID PERBENDAHARAAN

CAHYA ERNAWAN, M.Si, Ak
NIP. 19751215 199601 1 001
KABID AKUNTANSI

ZUHERYANSYAH, SE
NIP. 19750118 200701 1 016
KABID ANGGARAN

NITA RAHMA WATI
NIP. 198301282009012001

NOVITA ERVINA
NIP. 19821028 201001 2 022

MUHAMMAD ALFIANNUR
NIP. 19841706 201001 1 018

EM. ARIF FADILLAH, SE
NIP. 19751125200701 1 011

ARIFAH ASHARI, S.AK
NIP. 19840702 201001 2 001

MULYAWAN
NIP. 19750301 200003 1 005

30 BPBD

SUWARSO, A,Ks,. M.Si
NIP. 19690920 199112 1 001 KEPALA 
BADAN

SUJIAL
NIP. 19780418 200801 1022
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31 KECAMATAN SAMBUTAN

NORBAITI ZARTA,SE,M.Si
NIP. 19711027 199402 2 001
CAMAT SAMBUTAN

EKA PUTRA JAYA, SE
NIP. 19690413 199003 1 014
LURAH MAKROMAN

FERRY YULIAN,SE,MM
NIP. 19760716 200801 1 020
LURAH SINDANG SARI

MISNAWATI,SE
19701012 200112 2 001
LURAH SAMBUTAN

GUNAWAN, SH
NIP. 19751204 200104 1 002
LURAH PULAU ATAS

MISBAHUL MUNIR ALHABSYI, SE
NIP. 19720504 2010001 1 007
LURAH SUNGAI KAPIH

LINA YANTI, SE
NIP. 19770310 200112 2 002

SUWARTI
NIP. 19711114 200212 2010

HASIM
NIP. 19740715 199903 1 010

WAHYU WAHDINI
NIP. 19771228 200801 2 014

RASMINI
NIP. 19721128 200701 2 008

MUWAFIK,S.AP
NIP. 19751212 201408 1001

32 KECAMATAN SAMARINDA 
ILIR

LA UJE,S.Sos,M.Si
NIP. 19701231 200701 1 079
CAMAT

MUHAMMAD TAUFIQ FAJAR, S.Sos
NIP. 19861109 201001 1 007

LA MIRU, S.Pd
NIP. 19731231 2006 1 066

DEDDY IRAWAN, SE., MM
NIP. 19771212 200701 1 013

FACHRRUROZI,S.Sos
NIP. 19800313 201101 1 002

MISRINI SALIK,SE,M.Si
NIP. 19770112 200212 2 006

M.CHARIS
NIP. 19830925 201408 1 002

AYU WINDI ANGGRIANI, S.Sos
NIP. 19761104 201001 2 005

ERNI TANDIPASANG,SE
NIP. 19741230 201001 2 001

SELAMET RIYADI, SE
NIP. 19760425 201001 1 003

ERNINAWATI, A.Md
NIP. 19761006 200212 2 005

ARIYA KUBA
NIP. 19841028 201001 1 001

33 KECAMATAN SAMARINDA 
KOTA

YOSUA LADEN,S.STP,M.Si
NIP. 19830525 200112 1 003
CAMAT SAMARINDA KOTA

AGUS SALIM,S.Sos
NIP. 19710828 201212 1 003
LURAH SEI PINANG LUAR

ARBAIN SYARI, S.Sos
NIP. 19700304 200701 1 035
LURAH KARANG MUMUS

NORMANSYAH,S.Sos
NIP. 19700531 199310 1 001
LURAH PASAR PAGI

HARRY SANTOSO ABIDIN, S.Sos., M.Si
NIP. 19850917 201101 1 001

MULYADI,SE
19671231 199401 1 009
LURAH BUGIS

MARIYANA
NIP. 19840414 201212 2 001

WIDODO SURIANSYAH
NIP. 19770524 200212 1 009

NURASIAH
NIP. 19830122 201001 2 001

SURYA
NIP. 19790325 200701 109

FITRIATUL MUTMAINAH
NIP. 19810827 200801 2 019

DARMAWAN ARIEF
NIP. 19830527 201408 1 001
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34
KECAMATAN SAMARINDA 
SEBERANG

ADITYA KOESPRAYOGI. S.STP
NIP. 19860723 200412 1 003
CAMAT

RAHMADI. SP
NIP. 19820831 200502 1 004
LURAH SUNGAI KELEDANG
                                                                          
LISA RIZKY WARDANI,S.IP
NIP. 19910715 201010 2 001
LURAH TENUN

NOOR DINY ELDARINA,S.I.P
NIP. 19700201 199203 2 008
LURAH BAQA

NURLINA
NIP. 19671126 198902 2 001
LURAH MESJID

ALFIAN NOOR,SE
NIP. 19751209 200801 1 004
LURAH MANGKUPALAS

LAILY HIDAYATI,SE,M.Si
NIP. 19820701 200903 2005                                                              
LURAH GUNUNG PANJANG

HERNAWATI
NIP. 19811025 201212 2 001

WALUYO BUDI SANTOSO
NIP.19820720 200801 1 011

FADLI
NIP. 19800202 200604 1 014

ELSA YUNITA
NIP.19780617 200902 2 006

AGUS KASPIAN NUR,SE
NIP. 19750807 200701 1 021

INDRAWATI
NIP. 19830617 200901 2 011

ADRIAN RAMADHAN,Amd.Hut
NIP. 19780812 200801 1 027

35 KECAMATAN SAMARINDA 
ULU

SUJONO,M.Si
NIP. 19720705 200003 1 013
CAMAT

ARDI. S.STP
NIP. 19840411 200212 1 001
LURAH AIR PUTIH

LINDA PALULU RINDING,S.Kom
NIP. 19780428 2011012006
LURAH AIR HITAM

BUDI TRIHARIYONO,SP
NIP. 19711213 200604 1 019
LURAH SIDODADI

SYAMSU ALAM, S.IP, M.Si
NIP. 19780707 200604 1 009
LURAH DADI MULYA

MUKMIN, SP
NIP. 19760406 200901 1 008
LURAH JAWA

ARIE PARAMITA,SE. MM
NIP. 19791125 201001 2 020
LURAH TELUK LERONG ILIR

ACHMAD SURIANI, SE. M.SI
NIP. 19720716 200112 1 005
LURAH GUNUNG KELUA

EKO PURWANTO, SE. MM
NIP. 19810712 200212 1 003
LURAH BUKIT PINANG

YENI ARIANI
NIP. 19780729 19903 2 003

RIBUT SETIAWAN
NIP.19791201 200801 1 014

RIZAL SWANDANA
NIP. 19820518 200801 1012

ELLY ASTUTI,S.Kom
NIP. 19770630 200604 2 023

YUNIATI
NIP. 19810615 200801 2 029

SYAIFUL
NIP. 19760830 201212 1 001

NUR ASPIYANTI
NIP. 198510312009012001

MUHAMMAD BAIHAKI
NIP. 19720301 201212 1002

NURBIYATUN, SP
NIP. 19770507 199903 2 004

36
KECAMATAN SUNGAI 
KUNJANG

DWI SITI NOORBAYAH, S.Sos, M.Si
NIP. 19690514 199003 2 005
CAMAT SEI KUNJANG

YETI FEBRIATI,SE
NIP. 19780227 200901 2 001
LURAH LOA BAKUNG                                               
                                                ZULKARNAIN RAMLI,SH
NIP. 19750923 200801 1 009
PLT. LURAH KARANG ANYAR

ANTON SULISTIYO, SH
NIP. 19790412 200901 1 004
LURAH TELUK LERONG ULU

BUDI HARTONO,S.Sos
NIP. 19751216 200012 1 002
LURAH LOA BUAH

ABDUL MUTALIB, SE
NIP. 197512012010011001
PLT. LURAH KARANG ASAM ILIR

SISWO,S.Sos,M.Si
NIP. 19690511 199212 1 001
LURAH KARANG ASAM ULU

SAIPUL ANUAR,SE
NIP. 19800704 200901 1 003
LURAH LOK BAHU

NANIK SUPRIATIN
NIP. 197303713 200701 2 014

MUHAMMAD HANDIKIN,SE
NIP. 19760506 200701 1 013

ARBAINAH, SE
NIP.19760727 201406 2 005

SUGENG TOTO
NIP. 19701217 201212 1 001

AKHMAT TARMIJI
NIP. 19680317 200701 1 025
                                                     
ARMAN PLASINO
NIP. 19710318 201212 1 001

DAHRIANSYAH
NIP. 19700717 200801 1 025

SITI HAPIDAH, SE
NIP. 19770204 200801 2 025
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37 KECAMATAN SUNGAI 
PINANG

MOHAMAD JONI,SE
NIP. 19690824 199803 1 007
PLT. CAMAT SUNGAI PINANG

NUR IRWANSYAH, SE., MM
NIP. 19790616 200701 1 014
KELURAHAN MUGIREJO

RIZKI MANDALA PUTRA ,SH
NIP. 19850320 201001 1 003
KELURAHAN TEMINDUNG PERMAI

NOVI KURNIA PUTRA,S.Sos
NIP. 19851123 201001 1 008
KELURAHAN SEI PINANG DALAM

NOOR ILHAM, SE
NIP. 19670401 200112 1 004
KELURAHAN BANDARA

SITI ZUBAIDA, SE
NIP. 19731208 200902 2 002
KELURAHAN GUNUNG LINGAI

IDAWATY
NIP. 19690615 201001 2 001

KUSTANIAH               NIP. 
197410152009012002

SARMIYAH, A.Md
NIP. 19730823 200012 2 004

MUHAMMAD SUSANTO, A.Md
NIP. 19780608 20101 1 008

JHON BERLISON TUNIP,SE
NIP. 19870205 201101 1 002

SAIPUL BAHRI, S.Sos
NIP. 19781213 200901 1 002 

38 KECAMATAN SAMARINDA 
UTARA

HERIYANTO,S.Sos,M.Si
NIP. 19680927 199003 1 005   
PLT.CAMAT

YULIANI SE,M.Si
NIP.19750707 200701 2 008
LURAH SEMPAJA TIMUR

MUSLIADI,S.Sos
NIP.196805251999031007
PLT.LURAH LEMPAKE

FAHMI FAKHROZY
NIP.197506182007011009
LURAH SEMPAJA BARAT

DZULKIFLI.S,Sos
NIP.196802042002121003
LURAH SEMPAJA UTARA

MUJAKIR
NIP.197805312009011002
LURAH SUNGAI SIRING

MUHAMMAD HENDRA
NIP. 19780315 201001 1 001
LURAH BUDAYA PAMPANG

DEDY WAHYUDI
NIP.197309262009011002
LURAH SEMPAJA SELATAN

JOKO,S.Sos
NIP.196704051999031003
LURAH TANAH MERAH

SITI MAY SARAH, SE
NIP. 19791107 200701 2 008

RAHMAT SABANA, S.Sos
NIP. 19740822 200901 1 004

RACHMAT HIDAYAT, S.Sos
NIP. 19830602 201001 1 001

M.FADLI A,Md
NIP. 19821221 201001 1 014

RATNA KUMALASARI,SE
NIP. 19760527 200701 2 014

HENI PUSPITA SARI
NIP. 19810809 201001 2 001                           

HERRIYANTO
NIP. 19820507 201408 1 002

LILIS SUSANTI
NIP. 19750517 201212 2 001

MUHAMMAD SADIQIN
NIP. 19680119 200212 1 004
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39 KECAMATAN PALARAN

MUHAMMAD DAHLAN SSTP.M,Si
NIP.19800507 19912 1 001
CAMAT

M. YULIAN MUSTOFA P., SPI
NIP. 197607252002121007
LURAH RAWA MAKMUR

DADANG SUPRIYATNO,SP
NIP. 197302182010011006
LURAH BUKUAN

ADAM HUDZDY WARDANA, S.STP
NIP. 199101132012061004
LURAH SIMPANG PASIR

MUKTI FAJAR S.STP
NIP. 19910523 201406 1 001
LURAH HANDIL BAKTI

AANG SUNANDAR,SE
NIP. 19810325 200901 1 003
LURAH BANTUAS

WAGIYEM. SE
NIP. 197407272001122001

SUDIYANTO
NIP. 196908142010011001

NUVITA PUTRIYANTI
NIP. 198011202008012013

SRI MULYANI,SH
NIP. 197605092012122001

EKO WAHYUDI
NIP. 198108112009011002

ASRIANSYAH
NIP. 197205222007011025

40
KECAMATAN LOA JANAN 
ILIR

SYAHRUDIN, S.Sos
NIP. 19670927 198803 1 018 CAMAT

MAY FADLY,SE
NIP. 19770510 200902 1 005
LURAH SENGKOTEK 

M. ADE NURDIN, S.Hut
NIP. 19770324 200901 1 003
LURAH RAPAK DALAM

SUGIK, SPd., M.Pd
NIP. 19691103 199903 1 004
LURAH SIMPANG TIGA

MUHAMMAD IQBAL, S.STP
NIP. 19751012 200701 2 019
LURAH HARAPAN BARU

SUTRISNO,SE,M.Si
NIP.19760310 200801 1 018
PLT.LURAH TANI AMAN

MUHAMMAD ARDAN
NIP. 19820202 201001 1 001

SAHRUNI
NIP. 19820606 200801 1 021

ABDUL SAMAD, S.PKP
NIP. 19750510 201212 1 002

IDA IRNANI
NIP. 19690908 200212 2 004

AISYIYAH
NIP. 19821122 200801 2 012

ERNANI
NIP. 19750816 201001 2 011
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WALI KOTA SAMARINDA 

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 
 

KEPUTUSAN WALI KOTA SAMARINDA 
NOMOR: 400.12.4.1-05/266/HK-KS/VI/2025 

 

TENTANG 
 

PEMBENTUKAN TIM OPTIMALISASI PELAKSANAAN WADAH LAYANAN 

ADMINDUK TERINTEGRASI BERBASIS APLIKASI, MUDAH,  
AMAN DAN GRATIS (WADAI BALAPIS MANIS) 

 
WALI KOTA SAMARINDA, 

 
Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan 

Administrasi Kependudukan Secara Daring, maka diperlukan 
pelayanan Administrasi Kependudukan yang didukung 
sistem digital dan Petugas Operator Kelurahan dan 

Kecamatan untuk melaksanakan Inovasi Wadah Layanan 
Adminduk Terintegrasi Berbasis Aplikasi, Mudah, Aman dan 

Gratis (Wadai Balapis Manis) sebagai penghubung antara 
warga yang berurusan Administrasi Kependudukan dengan 
petugas pelayanan pada Kantor Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Samarinda melalui Website Pelayanan; 

b. bahwa Inovasi Wadah Layanan Adminduk Terintegrasi 
Berbasis Aplikasi, Mudah, Aman dan Gratis (Wadai Balapis 

Manis) dilaksanakan untuk menunjang pelaksanaan 
pelayanan secara digital pada setiap Kelurahan dan 

Kecamatan, yang menjadi salah satu program kerja Wali Kota 
Samarinda untuk Digitalisasi Kelurahan dan Kecamatan; 

c. bahwa dengan dilaksankannya Inovasi Wadah Layanan 

Adminduk Terintegrasi Berbasis Aplikasi, Mudah, Aman dan 
Gratis (Wadai Balapis Manis) warga yang berurusan 

Administrasi Kependudukan akan lebih menghemat waktu, 
tenaga, jarak tempuh, menurunkan biaya transportasi dan 
menurunkan tingkat percaloan serta meningkatkan 

pencapaian target kinerja Dinas Kependudukan dan 
Pencatatan Sipil Kota Samarinda Tahun 2025; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu dibentuk Tim 
Optimalisasi Pelaksanaan Wadah Layanan Adminduk 

Terintegrasi Berbasis Aplikasi, Mudah, Aman dan Gratis 
(Wadai Balapis Manis) yang ditetapkan dalam Keputusan Wali 
Kota; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 
(Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-

Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, 
Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong 

dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 

1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 
(Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 2756); 

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5475); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa 

kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja 
Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6219); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 
tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6354); 

6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang 
Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan 
Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 184); 
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7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang 
Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang 
Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 199); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 
tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain 

Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371); 

9. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 03 Tahun 2016 
tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Yang Menjadi 
Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda 

Tahun 2016 Nomor 3); 

10. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2020 
tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kota 

Samarinda Tahun 2020 Nomor 18); 

11. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2024 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 
2024 Nomor 54); 

 
 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : 

KESATU : Membentuk Tim Optimalisasi Pelaksanaan Wadah Layanan 
Adminduk Terintegrasi Berbasis Aplikasi, Mudah, Aman dan 
Gratis (Wadai Balapis Manis), dengan komposisi dan susunan 

personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan 
ini. 

 
KEDUA : Tim Optimalisasi Pelaksanaan Wadah Layanan Adminduk 

Terintegrasi Berbasis Aplikasi, Mudah, Aman dan Gratis (Wadai 

Balapis Manis) sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu 
mempunyai tugas sebagai berikut: 

a. Petugas Operator Kelurahan, Kecamatan dan Pengadilan 

Agama Samarinda mengikuti Bimbingan Teknis rutin dari 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda; 

b. Petugas Operator Kelurahan dan Kecamatan memberikan 
informasi dan sosialisasi kepada Ketua RT dan warga 
setempat; 

c. Petugas Operator Kelurahan dan Kecamatan menerima 
permohonan pengajuan pengurusan berkas kependudukan 

oleh warganya sesuai dengan domisilinya, seperti Kartu 
Keluarga, Akta Kelahiran, Akta Kematian, Surat Pindah 
Datang, Surat Pindah Keluar dan menginputkan berkas 
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tersebut ke dalam Layanan Website Disdukcapil dalam 
bentuk PDF; 

d. Petugas Operator Pengadilan Agama Samarinda menerima 
permohonan pengajuan pengurusan berkas kependudukan 
berupa Kartu Keluarga dan KTP oleh pemohon yang sidang 

perceraianya dikabulkan untuk diubah status perkawinanya 
menjadi cerai hidup tercatat dan menginputkan berkas 

tersebut ke dalam Layanan Website Disdukcapil dalam 
bentuk PDF; 

e. Petugas Operator Kelurahan, Kecamatan dan Pengadilan 
Agama Samarinda serta Petugas Operator Disdukcapil 
melakukan koordinasi lewat grup What Up (WA) untuk 

mengatasi permasalahan permohonan berkas warga serta 
kendala-kendala lainnya; 

f. Petugas Operator Kelurahan, Kecamatan dan Pengadilan 
Agama Samarinda mengirimkan laporan bulanan pencapaian 
pelayanan kepada Disdukcapil atas setiap permohonan 

berkas yang dimohonkan oleh warganya; 
g. Petugas Disdukcapil memberikan Bimbingan teknis dan 

pelatihan secara rutin kepada setiap Operator Kelurahan, 

Kecamatan dan Pengadilan Agama Samarinda dalam 
memaksimalkan penggunaan layanan online; 

h. Petugas Operator Disdukcapil memantau dan menerima 
permohonan berkas warga yang masuk lewat Layanan 
Website oleh Petugas Operator Kelurahan,  Kecamatan dan 

Pengadilan Agama Samarinda; 
i. Petugas Operator Disdukcapil memproses dan menginput 

setiap permohonan berkas yang masuk dari Petugas Operator 
Kelurahan, Kecamatan dan Pengadilan Agama Samarinda ke 

dalam Aplikasi SIAK Terpusat menjadi produk 
kependudukan dan dikirim kembali dalam bentuk PDF ke 
dalam user layanan online Petugas Operator Kelurahan; 

j. Petugas Operator Kelurahan, Kecamatan dan Pengadilan 
Agama Samarinda mencetak dan memberikan produk 

kependudukan yang sudah selesai dicetak kepada 
pemohonnya sesuai dengan bukti pengambilan berkas; 

k. Petugas Disdukcapil melakukan pemantauan dan sosialisasi 

rutin ke Kelurahan-Kelurahan dan Kecamatan se-Kota 
Samarinda untuk mengetahui permasalahan dan kendala 

yang terjadi di lapangan; 
l. Petugas Disdukcapil melakukan sosialisasi rutin ke Rukun 

Tetangga (RT) dan warga setempat pada setiap Kelurahan 

untuk memberikan promosi dan edukasi tentang kemudahan 
layanan online lewat Kelurahan dan Kecamatan serta solusi 

permasalahan kependudukan lainnya; 
m. Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur melakukan 

koordinasi setiap bulan dengan Disdukcapil Kota Samarinda 
untuk memberikan pembinaan, sosialisasi, dan bimbingan 
teknis dalam melakukan penerbitan dokumen 

kependudukan terkait penyelenggaraan dan administrasi 
kependudukan dalam melakukan inovasi pelayanan sesuai 
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dengan regulasi Nasional, mengembangkan sistem informasi 
kependudukan termasuk integrasi data kependudukan 

dengan sistem informasi lainnya terhadap website layanan 
online Disdukcapil Kota Samarinda; 

n. Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur mengelola dan 
menyajikan data kependudukan berskala daerah khususnya 

untuk Kota Samarinda setiap bulan, sebagai dasar acuan 
target pencapaian jumlah layanan yang harus dicapai setiap 

bulan lewat inovasi pelayanan Wadah Layanan Adminduk 
Terintegrasi Berbasis Aplikasi, Mudah, Aman dan Gratis 
(Wadai Balapis Manis). 

 
 

KETIGA : Tim Optimalisasi Pelaksanaan Wadah Layanan Adminduk 

Terintegrasi Berbasis Aplikasi, Mudah, Aman dan Gratis (Wadai 
Balapis Manis) sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu 

dalam melaksanakan tugasnya harus berpedoman pada 
ketentuan peraturan Perundang-undangan dan wajib 
menyampaikan laporan serta tanggung jawab kepada Wali Kota 

Samarinda. 
 

KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini 
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kota Samarinda Tahun Anggaran 2025 melalui Anggaran Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda pada 
Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi 
Kependudukan, dan sesuai kemampuan keuangan daerah. 

 
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak Bulan Januari 2025 sampai 

dengan Bulan Desember 2025. 

   

 

 
Ditetapkan di Samarinda 
pada tanggal 18 Juni 2025 

 

 
 

 

 

 
 
 

Tembusan: 

1. Inspektur Daerah Kota Samarinda; 
2. Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kota Samarinda; 
3. Kepala BPKAD Kota Samarinda; 
4. Yang bersangkutan 
 

 

$ 
# 
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LAMPIRAN 
KEPUTUSAN WALI KOTA SAMARINDA 

NOMOR : 400.12.4.1-05/266/HK-KS/VI/2025 
TANGGAL : 18 JUNI 2025 
TENTANG PEMBENTUKAN TIM OPTIMALISASI 

PELAKSANAAN WADAH LAYANAN ADMINDUK 
TERINTEGRASI BERBASIS APLIKASI, MUDAH, 

AMAN DAN GRATIS (WADAI BALAPIS MANIS) 
 
 

NO NAMA/JABATAN INSTANSI 
JABATAN 

DALAM TIM 

1 2 3 4 

    

1 
Kepala Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Samarinda 

Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Samarinda 

Penanggung 

Jawab 

2 

Kepala Bidang Pengelolaan 

Informasi Administrasi 

Kependudukan 

Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Samarinda 
Ketua 

3 Daisylita, S.Sos 
Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Samarinda 
Wakil Ketua 

4 Sri Anugrah, SE 
Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Samarinda 
Sekretaris 

 
SEKRETARIAT TIM PELAKSANA 

KEGIATAN 
  

5 Sriyanti, SE 
Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Samarinda 
Anggota 

6 Ratna Sari 
Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Samarinda 

Anggota 

7 Muhammad Ansori, S.Kom 
Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Samarinda 

Anggota 

8 Rachmad Ananta, SE 
Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Samarinda 

Anggota 

9 Arie Syarwani, S.Tr.Kom 
Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Samarinda 

Anggota 

10 Ratih Susanti, SE 
Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Samarinda 
Anggota 

11 Muhammad Elvin Nazaly 
Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Samarinda 

Anggota 

 TIM PELAKSANA KEGIATAN   

12 Suriansyah, SE 
Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Samarinda 

Anggota 

13 Syariani 
Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Samarinda 

Anggota 

14 Ferina Nanda Faramita, SE 
Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Samarinda 

Anggota 
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1 2 3 4 

    

15 Nurjami Yanti, SE 
Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kota Samarinda 

Anggota 

16 Ryan Wartawan PT.Media Kaltim Center Anggota 

17 Sulekan, S.Sos, M.Si 

Dinas Kependudukan Pemberdayaan 
Perempuan dan Perlindungan Anak 

Provinsi Kalimantan Timur 

Anggota 

18 Ibrahim, SH Pengadilan Agama Samarinda Anggota 

19 M.Fariz Wijayanto, A.Md.IP Pengadilan Agama Samarinda Anggota 

20 Perdana Saraswati Kecamatan Palaran Anggota 

21 Dewi Luciana Kel.Handil Bakti Anggota 

22 Refika Septiana Cahaya Saputri Kel.Simpang Pasir Anggota 

23 Dian Octi Astrini Kel.Bantuas Anggota 

24 Nur Asikin, S.Sos Kecamatan Samarinda Seberang Anggota 

25 Sriani Kelurahan Baqa Anggota 

26 Eka Wahyu Fitriani, S.Pd Kelurahan Baqa Anggota 

27 Lilis Sugiarti, SE Kelurahan Baqa Anggota 

28 Siti Herdiyanti Kelurahan Mesjid Anggota 

29 M.Jafar Kelurahan Mangkupalas Anggota 

30 Ambo Tang Kelurahan Tenun Samarinda Anggota 

31 M.Risky Dwi Aditya, SE Kelurahan Gunung Panjang Anggota 

32 Anisa Kelurahan Teluk Lerong Ilir Anggota 

33 Muhammad Farhan Azhar Kelurahan Jawa Anggota 

34 Rizki Septia Putri Kelurahan Air Putih Anggota 

35 Winny Herwindasari, S.AP Kelurahan Sidodadi Anggota 

36 Heni Gustiana, SE Kelurahan Dadimulya Anggota 

37 Basuki, S.Pd Kelurahan Bukit Pinang Anggota 

38 Wiwik Handayani Kecamatan Samarinda Ilir Anggota 

39 Titik Wijayanti, SM Kelurahan Selili Anggota 

40 Monalisa Kelurahan Sungai Dama Anggota 

41 Ferry Irawan Kelurahan Sidomulyo Anggota 

42 Winda Purnama Sari Kelurahan Pelita Anggota 

43 Desi Arisandi Kelurahan Sempaja Selatan Anggota 

44 Saida Navisah Kelurahan Sungai Siring Anggota 

45 Rudi Kelurahan Sempaja Utara Anggota 

46 Wianita Noviani, S.Stat Kelurahan Sempaja Barat Anggota 

47 Norma Yunita Kelurahan Budaya Pampang Anggota 

48 Nadia Ery Yanti Kecamatan Sungai Kunjang Anggota 

49 Nur Halimah Kelurahan Loa Buah Anggota 
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1 2 3 4 

    

50 Siti Hapidah, SE Kelurahan Lok Bahu Anggota 

51 Muhammad Yahya Muhaimin Kelurahan Karang Asam Ilir Anggota 

52 Aji Syarifah Malahayati Perwita Kecamatan Sambutan Anggota 

53 Syahrudin Kelurahan Sambutan Anggota 

54 Komariah, S,pd Kelurahan Sindang Sari Anggota 

55 Muhammad Radiansyah Kelurahan Pulau Atas Anggota 

56 Herlina Kecamatan Sungai Pinang Anggota 

57 Riska Aulia Rahmi Kelurahan Gunung Lingai Anggota 

58 Yusdansyah Kecamatan Samarinda Kota Anggota 

59 Muhammad Ruqaba Kelurahan Karang Mumus Anggota 

60 Darma Eliyansyah Kelurahan Pelabuhan Anggota 

61 Romadaniyah Rahman, S.Sos Kelurahan Pasar Pagi Anggota 

62 Seno Hadi Subroto, S.Sos Kelurahan Bugis Anggota 

63 Nur Hayati Kelurahan Sungai Pinang Luar Anggota 

64 Heriansyah Kelurahan Sungai Pinang Luar Anggota 

65 Fudi Khairawan Kecamatan Loa Janan Ilir Anggota 

66 Hendra Setiawan Kelurahan Simpang Tiga Anggota 

67 Syahrin, SE Kelurahan Tani Aman Anggota 

68 Ayu Sylviana Rostandi Kelurahan Sengkotek Anggota 

69 Anggia Wandana, S.Kom Kelurahan Harapan Baru Anggota 
    

 
 

 
 
 

 
 

 

$ 
# 






































	Ditetapkan di Samarinda
	pada tanggal, 18 Februari  2025

